SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI
YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

1.

KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam

pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab Pengurus
Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola,
Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang
Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pengelolaan
barang milik daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu memberikan
tunjangan kepada yang bersangkutan;

.bahwa dalam rangka memberikan hak yang berupa

tunjangan kepada Pengurus Barang Pengelola, Pembantu
Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna,
Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang
Pembantu, dengan belum diterbitkanya Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengatur Pemberian insentif dan/atau
tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan
pengelolaan Barang Milik Daerah, maka sesuai Nota Dinas
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor :
027/2157/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Konsep
Peraturan Bupati Kendal tentang Standar
Insentif/ Tunjangan Pengelolaan Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu mengatur
pemberian tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan
Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tunjangan kepada Pejabat atau
Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten
di Jawa Timur/Tengah/Barat dan daerah Istimewa
Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemrintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 653);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3
Seri E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 31);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN

jdih.kendalkab.go.id



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat
Penatausahaan Barang.

5. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelola Barang.

6. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

7. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

8. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada
Kuasa Pengguna Barang.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN
Pasal 2

Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam
melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Daerah.

Pasal 3

Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang milik daerah
yang dapat diberikan tunjangan merupakan pejabat atau
pegawai yang bertugas sebagai :

a. Pengurus Barang Pengelola;

Pembantu Pengurus Barang Pengelola;

Pengurus Barang Pengguna;

Pembantu Pengurus Barang Pegguna; atau

o oo g

Pengurus barang Pembantu.
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Pasal 4

Besarnya tunjangan yang dibayarkan kepada pejabat atau
pegawai selaku pengurus barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 adalah mengacu kepada besarnya
saldo akhir audit tahun sebelumnya atau saldo awal tahun
berkenaan yang tercantum pada neraca aset Perangkat Daerah.

Pasal 5

Besarnya tunjangan pejabat atau pegawai selaku pengurus
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
paling tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd
MIRNA ANNISA
Diundangkan di Kendal Salihf@fse\suai dengan aslinya,
Pada tanggal 27 Oktober 2020 ~~ KEPALA'BAGIAN HUKUM
'/ SETDA'KABUPATEN KENDAL,
SEKRETARIS DAERAH WA i
KABUPATEN KENDAL, : B\AJ\ JO"\
cap ttd . NUR'EUAD, S.H., M.H.
MOH. TOHA Pembina Tk I

NIP:-19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 78
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR :78
TANGGAL : 27 Oktober 2020

TUNJANGAN PEJABAT ATAU PEGAWAI SELAKU PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

NO NILAI ASET YANG DIKELOLA OPD SATUAN BESARNYA(‘;I‘) I)JNJANGAN
1 2 3 4
I. | Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah
1 | Nilai Aset s/d 10 miliar Org/Bln Rp 450.000,00
2 | Nilai Aset diatas 10 miliar s/d 100 miliar Org/Bln Rp 525.000,00
3 | Nilai Aset diatas 100 miliar Org/Bln Rp 600.000,00
II. | Pembantu Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah
1 | Nilai Aset s/d 10 miliar Org/Bln Rp 375.000,00
2 | Nilai Aset diatas 10 miliar s/d 100 miliar Org/Bln Rp 450.000,00
3 | Nilai Aset diatas 100 miliar Org/Bln Rp 525.000,00
III. | Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah
1 | Nilai Aset s/d 10 miliar Org/Bln Rp 450.000,00
2 | Nilai Aset diatas 10 miliar s/d 100 miliar Org/Bln Rp 525.000,00
3 | Nilai Aset diatas 100 miliar Org/Bln Rp 600.000,00
IV. | Pembantu Pengurus Barang Pengguna
1 | Nilai Aset s/d 10 miliar Org/Bln Rp 300.000,00
2 | Nilai Aset diatas 10 miliar s/d 100 miliar Org/Bln Rp 375.000,00
3 | Nilai Aset diatas 100 miliar Org/Bln Rp 450.000,00
V. | Pengurus Barang Pembantu
1 | Nilai Aset s/d 10 miliar Org/Bln Rp 300.000,00
2 | Nilai Aset diatas 10 miliar s/d 100 miliar Org/Bln Rp 375.000,00
3 | Nilai Aset diatas 100 miliar Org/Bln Rp 450.000,00
4 | Pengurus Barang Pembantu (SLTP Negeri) Org/Bln Rp 250.000,00
S | Pengurus Barang Pembantu (SD Negeri / TK Negeri) Org/Bln Rp 200.000,00

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA
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